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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

2.1.   Pajak 

2.1.1    Pengertian Pajak 

 Pajak ialah iuran dari rakyat kepada negara dengan berdasarkan undang-

undang, sehingga dapat untuk dipaksakan, dan tidak mendapat balas jasa secara 

langsung. Pajak dipungut dengan berdasarkan berbagai norma hukum untuk dapat 

menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan 

umum. Terdapat beberapa pengertian tentang pajak diantaranya adalah :  

Definisi pajak menurut (Soemitro, 2011) sebagai berikut : 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor 

partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat di tunjukan 

dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.” 

Sedangkan menurut (Andriani, 2009) menyatakan bahwa :  

 “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan)  yang terutang 

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (undang-undang) 

dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung tugas 

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” 

 Dari beberapa definisi mengenai pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-

ciri atas unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut : 
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1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang 

sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung. Dalam 

pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh 

pemerintah. 

4. Hasil dari pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran    

pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk public 

investment.  

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

 Dari pengertian pajak yang dijelaskan oleh beberapa ahli diatas, maka secara 

teoritis dan praktis dapat dilihat bahwa pajak memiliki beberapa fungsi dalam 

kehidupan negara dan masyarakat. Menurut (Mardiasmo, 2016) pajak memiliki 

fungsi antara lain :  

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)  

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. 

2. Fungsi mengatur (Regulerend)  

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah 

dalam bidang sosial dan ekonomi.  
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2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak 

1. Sistem Pemungutan Pajak  

 Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yang 

digunakan menurut  (Mardiasmo, 2016) sebagai berikut : 

1. Official Assessment System 

Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus 

`dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus 

(dalam hal ini wajib pajak bersifat final).  

2. Self Assessment System 

        Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung 

 besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada 

wajib pajak yang bersangkutan, dimana dengan sistem ini wajib pajak harus 

aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor 11 

Pelayanan Pajak (KPP) sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan 

penerangan dan pengawasan. 

3. With Holding System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

 

2. Asas Pemungutan Pajak 

 Dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus 

sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk 

memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakekatnya memungut dengan paksa 

(berdasarkan undang-undang) sebagian dari harta yang dimiliki penduduknya. 
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Dalam buku Perpajakan Indonesia, asas-asas tersebut adalah : 

1. Asas Domisili  

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang 

bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri 

maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. 

2. Asas Sumber 

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek pajak 

diperoleh. 

3. Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya: pajak 

bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan 

Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak 

Luar Negeri (WPLN). 

 

2.1.4 Jenis-Jenis Pajak  

 Menurut (Mardiasmo, 2016) pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga 

kelompok, yaitu sebagai berikut: 

1. Menurut Golongannya 

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan 

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak 

Penghasilan. 

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Menurut Sifatnya 
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a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : 

Pajak Penghasilan. 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

3. Menurut Lembaga Pemungutnya 

a. Pajak Pasar, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea 

Materai. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  

Pajak Daerah terdiri atas :  

1. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor.  

2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak 

Hiburan. 

 

2.2 Pajak Penghasilan  

 Menurut (Gunadi, 2013), Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan 

atas pengahsilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak. 

Apabila kewajiban pajak subjektifnya bermula atau berakhir dalam pertengahan 

tahun pajak, subjek pajak disebut menerima atau memperoleh penghasilan dalam 
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bagian tahun pajak.” 

            Menurut (Waluyo, 2012), “PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang 

dikenakan atas penghasilan berupa gajii, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau 

kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.”  

          Penghasilan yang telah diperoleh oleh setiap wajib pajak yang memiliki 

NPWP (nomor pokok wajib pajak) wajib dikenakan pajak yaitu pajak penghasilan. 

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan 

yang diperolehnya pada tahun pajak dan dapat pula dikenakan pajak untuk 

penghasilan dalam bagian tahun pajak bila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau 

berakhir tahun pajak. 

 Pajak penghasilan biasa disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 

21 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum 

lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan berturut-

turut, dari mulai Undang-Undang Nomor 7 & Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 

10 & Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 & Tahun 2000, dan terakhir Undang-

Undang Nomor 36 & Tahun 2008.  

Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan 

perkebunan-perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut 

dinamakan dengan Pajak Perseroan (PPs). Pajak Perseroan adalah pajak yang 

dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak 

dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, 

berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan 

atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Pada tahun 1932 misalnya, 
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diberlakukan yang disebut dengan Ordonasi Pajak Pendapatan. Ordonasi Pajak 

Pendapatan ini dikenakan untuk orang Indonesia maupun orang yang bukan 

penduduk Indonesia tetapi memiliki pendapatan di Indonesia. Setelah itu pada tahun 

1935 diberlakukan Ordonasi Pajak Pajak Upah yang mengharuskan majikan 

memotong gaji atau upah pegawai untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang 

diterima. 

 

 

 

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21   

 Berikut definisi dari beberapa ahli mengenai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 

21 antara lain sebagai berikut : 

Menurut  (Resmi, 2009) mendefinisikan PPh pasal 21 adalah :  

“Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran 

lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau 

jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam 

negeri.” 

Menurut (Waluyo, 2011), mendefinisikan PPh pasal 21 adalah :  

“Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji,upah,honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam 

negeri.” 

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009 : 

“Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran 

lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 
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sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan  kegiatan.” 

 Berdasarkan definisi dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 

21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaaan, jasa, atau kegiatan 

dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak 

orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pajak 

penghasilan. 

  

 

 

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21  

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 beberapa kali mengalami perubahan 

dari UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, UU Nomor 36 Tahun 2008 

tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan, dan yang terakhir adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pasal 26 Sehubungan Dengan 

Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi. 

 

2.2.3  Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21  

 Undand-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah 

dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan di negara Indonesia sebagaimana telah 

diubah sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 di mana memuat 

hal hal mengenai  peraturan pajak pengahsilan. 

           Menurut (Pandiang, 2014), “Objek pajak merupakan salah satu hal yang  

sangat penting. Dengan adanya objek pajak maka akan menentukan apakah “sesuatu” 
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akan dikenakan pajak dan terutang pajak, atau tidak dikenakan pajak dan tidak 

terutang pajak.” 

         Subjek penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang 

merupakan: 

1. Pegawai;  

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari 

tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;  

3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan pemberian jasa, meliputi:  

a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari 

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan 

aktuaris; 

b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 

sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ 

peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman 

lainnya; 

c. Olahragawan; 

d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 

e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem 

aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial 

serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 

g. Agen iklan;  

h. Pengawas atau pengelola proyek; 



10 
 

i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi 

perantara; 

j. Petugas penjaja barang dagangan; 

k. Petugas dinas luar asuransi; 

l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 

kegiatan sejenis lainnya; 

4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap 

sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; 

5. Mantan pegawai; 

6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain: 

a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah 

raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan 

lainnya;  

b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; 

c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara 

kegiatan tertentu;  

d. Peserta pendidikan dan pelatihan;  

e. Peserta kegiatan lainnya. 

 

 Objek Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :  

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa 

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur 

berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 
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3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari 

tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya 

melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja; 

4.  Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, 

upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan 

secara bulanan; 

5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, 

dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai 

imbalan sehubungan jasa yang dilakukan; 

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama 

dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun; 

7.  Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang 

diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang 

tidak merangkap sebagai Pegawai tetap pada perusahaan yang sama; 

8.  Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan 

lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; 

atau  

9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun 

yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Termasuk pula penerimaan dalam 

bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk 

apapun yang diberikan oleh: 

a. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final; atau 
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b. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma 

penghitungan khusus (deemed profit) atau (didasarkan pada harga pasar 

atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan 

yang diberikan.) 

 

2.2.4  Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan  Pasal 21 

 Tabel II.1 Tarif Pajak Penghasilan untuk orang pribadi  

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00  

5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d.  

Rp 250.000.000,00 

 

15% 

Di atas 250.000.000,00 s.d. 

 Rp 500.000.000,00 

 

25% 

 

Di atas Rp 500.000.000,00 

 

30% 

 

 Sumber: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 

 

 

 

2.2.5 Dasar Pengenaan Pajak  

 

 Tabel II.2 Tarif Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 

Yang Dipotong Dasar pengenaan Pajak 

Pegawai tetap Penghasilan Kena Pajak = jumlah seluruh 

penghasilan bruto setelah dikurangi dengan:  

         a. biaya jabatan, sebesar 5% dari 
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penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 

500.000,00 sebulan atau Rp 6.000.000,00 

setahun; 

         b. iuran yang terkait dengan gaji yang 

dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan 

hari tua atau jaminan hari tua yang 

dipersamakan dengan dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan. 

 Dikurangi PTKP 

Penerima Pensiun Berkala Penghasilan Kena Pajak = seluruh jumlah 

penghasilan bruto dikurangi dengan biaya 

pensiun, sebesar 5% dari penghasilan bruto, 

setinggi-tingginya Rp 200.000,00 sebulan atau 

Rp 2.400.000,00 setahun.  

Dikurangi PTKP 

Pegawai tidak tetap yang penghasilannya 

dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif 

penghasilan yang diterima dalam 1 bulan 

kalender telah melebihi  

Rp. 2.025.000 

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto 

Dikurangi PTKP 

Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, 

upah mingguan, upah satuan atau upah 

borongan, sepanjang penghasilan kumulatif 

yang diterima dalam 1 bulan kalender belum 

melebihi Rp 2.025.000 

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto 

dikurangi Rp 200.000 

Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto 
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upah mingguan, upah satuan atau upah 

borongan, sepanjang penghasilan kumulatif 

yang diterima dalam 1 bulan kalender telah 

melebihi Rp 2.025.000 belum melebihi Rp 

7.000.000 

dikurangi PTKP sebenarnya (PTKP yang 

sebenarnya adalah adalah sebesar PTKP untuk 

jumlah hari kerja yang sebenarnya.) 

Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, 

upah mingguan, upah satuan atau upah 

borongan, sepanjang penghasilan kumulatif 

yang diterima dalam 1 bulan kalender telah 

melebihi Rp 7.000.000 

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto 

dikurangi PTKP 

Bukan pegawai yang menerima imbalan yang 

bersifat berkesinambungan. 

Penghasilan Kena Pajak = 50% dari jumlah 

penghasilan bruto Dikurangi PTKP perbulan 

Bukan pegawai yang menerima imbalan 

yang tidak bersifat berkesinambungan 

50% dari jumlah penghasilan bruto 

Sumber: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 

 

2.2.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)  

Tabel II.3 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2017/2018 

Uraian PTKP Setahun 

Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp 54.000.000,00 

Tambahan untuk Wajib Pajak yang 

kawin 

 

Rp 4.500.000,00 

Tambahan untuk seorang istri yang 

penghasilannya digabung dengan 

penghasilan suami. 

 

Rp 54.000.000,00 

Tambahan untuk setiap anggota keluarga  
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sedarah / semenda dalam garis keturunan 

lurus serta anak angkat; yang menjadi 

tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 

orang untuk setiap keluaga. 

RP. 4.500.000,00 

   Sumber: Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 
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